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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan
karunia-Nya, sehingga Dokumen Rencana Aksi Kinerja (Renaksi) Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera Ill Tahun 2026 dapat disusun sebagai
salah satu instrumen perencanaan dan pengendalian kinerja organisasi.

Dokumen Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 merupakan penjabaran lebih lanjut dari
Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera Ill Tahun 2026 yang memuat target, indikator, serta langkah-
langkah strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Penyusunan
dokumen ini dimaksudkan untuk memastikan ketercapaian sasaran kinerja melalui pelaksanaan
program dan kegiatan yang terencana, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Renaksi ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan
tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan akuntabel. Melalui pembagian target dan rencana
aksi per triwulan, diharapkan proses pemantauan dan evaluasi kinerja dapat dilakukan secara
lebih sistematis, sehingga berbagai kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan
ditindaklanjuti.

Dalam pelaksanaannya, Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan
arah kebijakan dan sasaran strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta
Rencana Strategis BP3KP Sumatera Il Tahun 2025-2029. Dengan demikian, seluruh program
dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap
peningkatan kualitas penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di
wilayah kerja BP3KP Sumatera .

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan
perkembangan kebijakan dan dinamika pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, masukan dan
saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas
perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada masa yang akan datang.

Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang
telah berpartisipasi dalam penyusunan Dokumen Rencana Aksi Kinerja BP3KP Sumatera llI
Tahun 2026. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan tata
kelola organisasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian kinerja.

Pekanbaru, 2026
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan

Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sumatera lll

Arifay Saini
NIP. 197308272003121005
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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pemenuhan kebutuhan hunian yang layak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

hak dasar warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak atas tempat tinggal yang layak tidak hanya
dimaknai sebagai tersedianya bangunan rumah, tetapi juga mencakup kualitas lingkungan
permukiman yang aman, sehat, terjangkau, dan berkelanjutan. Dalam kerangka pembangunan
nasional, sektor perumahan dan kawasan permukiman memiliki peran strategis sebagai
instrumen peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengurangan kesenjangan sosial, serta
penguatan ketahanan wilayah.

Sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 sebagaimana
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045,
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman diarahkan untuk mendukung
pembangunan manusia unggul, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta penguatan
ketahanan sosial dan lingkungan. Arah kebijakan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 melalui target
peningkatan proporsi rumah tangga yang memiliki hunian layak serta penurunan luas kawasan
permukiman kumuh secara bertahap. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Pemerintah
menetapkan Program Tiga Juta Rumah sebagai program prioritas nasional yang menekankan
percepatan penyediaan hunian layak dan terjangkau secara merata di wilayah perkotaan,
perdesaan, dan pesisir.

Dalam rangka mempermudah koordinasi serta mendorong pelaksanaan pembangunan
perumahan dalam Program Tiga Juta Rumah di Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri PKP
Nomor 1 Tahun 2025, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menetapkan 19
lokasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) sebagai unit
pelaksana teknis di daerah. BP3KP berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat
dalam melaksanakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, sekaligus sebagai
fasilitator teknis, koordinator, dan pengendali pelaksanaan program di wilayah.

BP3KP Sumatera Ill memiliki wilayah kerja yang meliputi Provinsi Riau, Provinsi Sumatera
Barat, dan Provinsi Kepulauan Riau, dengan karakteristik geografis, demografis, serta
permasalahan perumahan dan kawasan permukiman yang beragam. Wilayah kerja tersebut
mencakup kawasan perkotaan, perdesaan, pesisir, dan kepulauan, yang masing-masing memiliki
tantangan spesifik, antara lain tingginya backlog kepemilikan rumah, masih banyaknya rumah
tidak layak huni, keberadaan kawasan permukiman kumuh, keterbatasan infrastruktur

pendukung, serta kerentanan terhadap bencana alam. Kondisi tersebut menuntut pendekatan



pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang adaptif, terpadu, dan berbasis

wilayah.

Dalam rangka menjamin ketercapaian target kinerja penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi balai,
diperlukan perencanaan kinerja yang terstruktur, terukur, dan dapat dipantau secara berkala.
Oleh karena itu, Rencana Aksi Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sumatera Il Tahun 2026 disusun sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan
Perjanjian Kinerja Tahun 2026 serta sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana Aksi Kinerja ini memuat penjabaran target kinerja tahunan
ke dalam rencana aksi per triwulan yang menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan
BP3KP Sumatera Ill selama Tahun Anggaran 2026.

1.2 Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun
2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan
Kawasan Permukiman, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
yang selanjutnya disingkat BP3KP adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas teknis
operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman.

Dalam melaksanakan tugas, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sumatera Il menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman,
pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan
peningkatan kualitas perumahan;

2. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan
prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas
perumahan;

Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;

Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan
permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan
dan peningkatan kualitas perumahan;

5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman;

Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pascabencana dan
kerusuhan sosial;

8. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;

9. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;

10. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;



11. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;

12. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;

13. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;

14. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem
pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian antikorupsi dan
penyuapan; dan

15. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan
hukum balai.

1.3 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan

Kawasan Permukiman Sumatera Il dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan didukung organisasi

dengan susunan sebagai berikut:

Ir. Arifay Saini, S.T.. M.Eng
KEPALA BALAI

MWidia Yulianti, $.T. Dian Sefriansyah, $.Kom.S.T. Rita Hartati. S.E., M.M.
KASI WILAYAH | KASI WILAYAH 11 KASUBAG UMUMS&TATA USAHA

» ® O

Dedy Mirza Yullanto, S.1. M.T  Rila Harfati, S.E, M.M Yuslaini, S.E., MM
PP BALAI PP-SPM BENDAHARA PENGELUARAN

Riky Hidayat, S.T. Andi, 5.T. Suwindar Agung §, S.E.. 5.T
KEPALA SATKER PROV. SUMBAR  KEPALA SATKER PROV. KEPRI  KEPALA SATKER PROV. RIAU

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IlI
a. Kepala Balai

Kepala Balai memiliki tanggung jawab untuk menyusun program dan anggaran pelaksanaan
pembangunan, penyusunan rencana teknis pembangunan, pelaksanaan pembangunan,
pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan, pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi pembangunan, pengelolaan data dan informasi pelaksanaan
pembangunan, koordinasi dan dukungan penanggulangan pascabencana, koordinasi
penyediaan lahan dan pengembangan hunian, pelaksanaan serah terima aset, pelaksanaan
urusan tata usaha dan rumah tangga balai, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman.



b. Subbagian Umum dan Tata Usaha
Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan
anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya
manusia, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pelaksanaan dan koordinasi
reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, koordinasi administrasi pelaksanaan
sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik, serta
layanan hukum balai.

c. Seksi Pelaksanaan Wilayah 1
Seksi Pelaksanaan Wilayah | mempunyai tugas:

e Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis
pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen,
serta koordinasi dan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan
sosial; dan

o Melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan
kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian,
pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data,
pada wilayah pesisir sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan,
perdesaan, dan pesisir.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera lll didukung
oleh dua seksi pelaksanaan wilayah, yaitu wilayah | bertanggung jawab atas provinsi
Sumatera Barat serta wilayah Il bertanggung jawab atas provinsi Riau dan provinsi Kepulauan
Riau. Seksi Pelaksanaan Wilayah | dan Il mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan program dan anggaran, penyiapan bahan penyusunan rencana teknis,
pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan prasarana, sarana, dan
utilitas umum, koordinasi dan dukungan penanggulangan pasca bencana, serta koordinasi
penyediaan lahan dan pengembangan hunian di wilayah | dan wilayah II.

d. Seksi Pelaksanaan Wilayah I
Seksi Pelaksanaan Wilayah Il mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan
koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan,
pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan
utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi
dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan
Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

e. Kelompok Jabatan Fungsional
Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan

Permukiman Sumatera Il didukung oleh tiga satuan kerja sebagai berikut:



1) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat;

2) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau; dan

3) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau.

Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan perumahan di satuan kerja dipimpin

oleh kepala satuan kerja dan didukung dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1) PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus
PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus bertugas melaksanakan kegiatan Pembangunan
rumah susun dan rumah khusus.

2) PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman
PPK Rumah Swadaya dan Rumah Umum dan Komersial bertugas melaksanakan
kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) dan Pembangunan PSU perumahan.

3) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)
PP-SPM bertugas melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan
perintah pembayaran pekerjaan.

4) Bendahara Pengeluaran
Bendahara pengeluaran merupakan pejabat perbendaharaan negara yang bertugas

melakukan pembayaran atas uang yang ada dalam kewenangannya.

1.4 Kapasitas Organisasi
1.4.1 Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam

pelaksanaan suatu kegiatan sehingga perlu dikelola secara optimal untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi organisasi. Suatu organisasi harus didukung oleh pegawai yang memadai
dari aspek kuantitas dan kualitas, serta memiliki kemampuan strategis dan operasional yang
sesuai guna mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia
yang baik menjadi prasyarat dalam pengembangan dan optimalisasi kinerja organisasi.

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Tahun 2026, Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Ill didukung oleh sumber daya
manusia yang tersebar di tingkat balai dan satuan kerja di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau,
dan Provinsi Kepulauan Riau, yang terdiri atas 24 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 476 Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan 41 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan

17 orang tenaga outsourching dengan gambaran proporsi sebagai berikut:



Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Ill Rencana Aksi | 2026

1 28 pegawai

41 PPPK
32% [ ]

46,CPNS, 16 PNS, 24 CPNS, 22 PPPK, 15
0,
36% tenaga outsourcing

7 PNS, 22 CPNS, 19 PPPK, 2
tenaga outsourcing

Gambar 1.2 Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian

Berdasarkan wilayah kerjanya, berikut proporsi sumber daya manusia yang mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sumatera Il

a. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Il didukung
oleh 5 PNS, 16 CPNS, 5 PPPK, dan 5 tenaga outsourcing;

b. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
didukung oleh 8 PNS, 10 CPNS, 18 PPPK, dan 4 tenaga outsourcing;

c. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau didukung
oleh 6 PNS, 11 CPNS, 6 PPPK, dan 5 tenaga outsourcing; dan

d. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
didukung oleh 5 PNS, 9 CPNS, dan 12 PPPK, dan 3 tenaga outsourcing.

Berdasarkan jenjang pendidikan, sumber daya manusia di lingkungan Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Ill merupakan lulusan SD, SMP,
SMA/SMU/SMK, Diploma lll (D3), Strata Satu (S1), dan Strata Dua (S2).
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Gambar 1.3 Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan dan usia



Berdasarkan tingkat pendidikan PNS dan PPPK Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Sumatera Il mayoritas merupakan lulusan SD sebanyak 1 orang (0,9
%) , SMP sebanyak 1 orang (0,9 %) , SMA sebanyak 7 orang (6,31 %) , D3 sebanyak 1 orang
(0,9 %), sarjana (S1) sebanyak 92 orang (82,88 %) dan sebanyak 9 orang (9,1 %) merupakan
lulusan master (S2). Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas SDM berbasis
kompetensi, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera ||
memberikan dukungan pengembangan pegawai melalui jalur pendidikan atau tugas belajar.
Dukungan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau
kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan
organisasi. Peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan kepribadian
profesional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.
1.4.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanan tugas dan fungsi
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Ill bertujuan
untuk meningkatkan produktivitas dalam mewujudkan capaian kinerja yang optimal.
a. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Ill dan

Satuan Kerja PKP Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau.

Pelaksanaan kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan

Permukiman Sumatera lll tahun 2026 didukung dengan penggunaan sarana dan prasarana yang

merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) sebagai berikut:

Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana BMN Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sumatera Ill dan Satuan Kerja PKP Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau tahun 2026

No Nama Barang Satuan Jumlah

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Il

1 Mesin Hitung Elektronik/Calculator Buah 1

2 Lemari Kayu Buah 19
3 Brandkas Buah 1

4  Locker Buah 1

5 Lemari Display Buah 1

6 Alat Penghancur Kertas Buah 1

7  LCD Projector/Infocus Buah 1

8 Focusing Screen/Layar LCD Projector Buah 1

9 Meja Kerja Besi/Metal Buah 49
10 Meja Kerja Kayu Buah 13
11 Kursi Besi/Metal Buah 97
12 Meja Rapat Buah 5
13 Backdrop TV/Wardrobe set

14 Sofa set 1



No
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35

Nama Barang
A.C. Split
Televisi
Loudspeaker
Microphone
Power Amplifier
Tripod Camera
Camera Digital
Camera Conference
Drone
Gimbal Tripod
Alat Studio Lainnya
P.C Unit
Lap Top
Note Book
Tablet PC
CPU (Peralatan Personal Komputer)
Printer (Peralatan Personal Komputer)
Scanner (Peralatan Personal Komputer)
Keyboard (Peralatan Personal Komputer)
Laptop Case

Software Komputer

Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat

1
2
3
4
5
6
7
8
9

—_
o

Lemari Kayu

Rak Besi

Brandkas

White Board

Alat Penghancur Kertas
LCD Projector/Infocus
Meja Kerja Besi/Metal
Meja Kerja Kayu
Kursi Besi/Metal
Kursi Kayu

Sice

Meja Rapat

Tempat Tidur Kayu
Meja Makan Kayu
Sofa

Meubelair Lainnya

Satuan
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah

dummy
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah

dummy

dummy

Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
set

dummy

Jumlah
10
2
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117
53
330

168

84

124
0



No
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40

Nama Barang
Lemari Es
A.C. Split
Televisi
Dispenser
Tempat Sampah
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
Rak Peralatan
Camera Digital
Video Conference
Drone
GPS Receiver
Kamera Udara
Alat Studio Lainnya
Facsimile
Finger Printer Time and Attandance Acces Control System
Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
Serial Scanner/Printer
P.C Unit
Lap Top
Note Book
Printer (Peralatan Personal Komputer)
Scanner (Peralatan Personal Komputer)
Flat/Rumah Susun Permanen

Jalan Khusus Kompleks

Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau

1
2
3
4
5
6
7
8
9

—_
o

Memori Programmer
Lemari Besi/Metal
Lemari Kayu

Rak Besi

Brandkas

Laci Box

CCTV - Camera Control Television System
LCD Projector/Infocus
Meja Kerja Kayu
Kursi Besi/Metal

Kursi Kayu

Meja Rapat

Tempat Tidur Kayu

Satuan
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah

dummy
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah

dummy
Buah
Buah
dummy
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Unit
M2

Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah

Jumlah
1
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503

173
32
144

144



No
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau

Do 2o © N O ®WN

N N 2 A A A a a
- O © 0 N O O »

Sofa

Meubelair Lainnya
Kipas Angin
Televisi

Camera Digital
Camera Conference
Drone

GPS Receiver

Alat Studio Lainnya
Facsimile

P.C Unit

Lap Top

Note Book

Nama Barang

Printer (Peralatan Personal Komputer)

External/ Portable Hardisk

Memori Programmer

Taman Permanen

Flat/Rumah Susun Permanen

Mesin Penghitung Uang
Lemari Kayu
Rak Kayu

Brandkas

CCTV - Camera Control Television System

Alat Penghancur Kertas
LCD Projector/Infocus
Meja Kerja Kayu
Kursi Besi/Metal

Kursi Kayu

Tempat Tidur Kayu
Meja Makan Kayu
Sofa

Meubelair Lainnya
Televisi

Camera Electronic
Camera Digital
Camera Conference
Drone

Alat Tulis Gambar

Kamera Udara

Satuan
set
dummy
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
dummy
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Unit
Unit

Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
set
dummy
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah

Jumlah
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Facsimile Buah
23 Kamera Digital Buah 0
24 P.C Unit Buah 18
25 Lap Top Buah 13
26 Note Book Buah 0
27 Personal Komputer Lainnya dummy 0
28 Printer (Peralatan Personal Komputer) Buah 19
29 Scanner (Peralatan Personal Komputer) Buah 1
30 Peralatan Komputer Lainnya dummy 0
31 Flat/Rumah Susun Permanen Unit 2

1.4.3 Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA)
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen pelaksanaan anggaran

yang disusun oleh Penggun a Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Pelaksanaan kegiatan di

lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera ll|

pada tahun 2026 memiliki pagu anggaran sebagai berikut:

A. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera il
Pagu yang dimiliki oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan

Permukiman Sumatera Ill dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung Program

Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Dukungan Manajemen.

1. DIPA Sekretariat Jenderal, Pagu yang dimiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan

dan Kawasan Permukiman Sumatera lll berdasarkan surat pengesahan DIPA Nomor SP
DIPA- 146.01.1.691383/2026.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petican
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
N 2026 08:9302: %

TAHUN ANGGARAI
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691383/2026

A Dasar Hukom:
0 No. 17 Tahun 2003 tentang Keusngan Negara Revisi ke 01
2101 T 504 g oy o i [ Tanggal : 29 Desember 2025
6 e

WU No. 17

B Dengan ins disahian Alokas: Anggaran Untuk

1. Kementerian NegaraLembaga (146)

2. Unit Organisasi : (o1 SEKRETARIAT JENDERAL

3. Provinsi ©9) RIAU

4 KodeiNama Sather (691383)  Baiai Peiaksans Penyediaan Perumahan tan Kawasan Permukiman Sumatera il

Sebesar Rp. 1303884000  ( SATUMILIAR TIGA RATUS TIGA JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH )

Untuk kegistan-hegatan sebaga beriul
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungs!

06 PERUMAMAN DAN FASILITAS UMUM

0650 PERUMAMAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

- Pinjaman Luar Neger Rp o - Hiboh Dalarn Neger Langsung Rp.

Kode dan Nama Program dan Kegiatan Juish Usng
14601 WA Program Dukungan Manajomen Rp. 1.303.884.000
146.01. WA Dukungan Manajemen Sekratariat Jendaral Rp. 1.303.884.000
C. Sumber Dana Berasal Dari
1. Rupaah Mumi Rp. 1303884000 4. PinjamanHi ibah Dalam Neger Rp. 0
2 PNEP Rp. Pinjaman Daiam Negeri Rp. 0
- PNBP TA Berfalan Rp. 0 - Hibah Dalam Neger Rp. 0
5. Mbsh Langsung Rp. 0
3. Pirjaman/Hibah Luar Negeri Rp. o Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0
o
0

Rp. 0 6.58SNPBS Rp.

D. Pon
1K (008) Rp. 1.303.884.000
E. Pern at dan Ketentuan (Disclaimer)
1. 00 o DA Induk Unit o
2. DIPA Petikan nl dcstak Jalut sistem
3. DIPA Petikan
4 o Perkiraan Panarmaan OIPA disi sesua dengan vagatan.
s. " yang Pei Penqguna Anggaran
&. Dalam hal terdapat oA o) yang DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukt-bukti yang ada).

7. DIPA Petikan berlaku sejak tan0gal 1 Januari 2025 sampal dangan 31 Dasember 2026

Jakata, 01 Deserber 2025
AN, MENTER| KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

[
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1.4 DIPA petikan Sekretariat Jenderal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sumatera Ill tahun 2026
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2. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Pagu yang dimiliki Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Il berdasarkan surat
pengesahan DIPA Nomor SP DIPA- 146.03.1.691437/2026.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petian
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026 'DS/8602-2024-0540-3683
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691437/2026

A Dasar Hukum.

1.UU No. 17 Tahun 2003 tenang Keusangan Negara. Revisi ke 01
2UU No. 1 Tahun 2004 entang Perbendaharaan Negara 30 Desember 2025
3.UU No. 17 Tahun 2024 Belanja Negara T 2026
8.Dengan i dahkan Alokasi Anggaran Uniuk
1. Kementeran NegararLembega (146 KEMENTERIAN PERUMAMAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2 Unt Organisasi © DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKINAN
3 Provins! ) RiAy
4 KodeNama Satker (o3 ool ’ Kowasan P "
Sevesar i Rp. 32407000  ( TIGARATUS TIGA PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS TUJUH RISU RUPLAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi

Terlampir
Kode dan Nama Program dan Kegiatan Jumiah Uang
Terlampir
. Sumber Dana Barasal Dari
1. Rupiah Murmé Rp. 332.407.000 4. PinamanvHibah Dalam Neger Rp. o
2 N8P R - Piryaman Dajam Neger Ro. 0
- PNBP TA Berjalan Rp O -Hiben Dalam Neger Ro. 0
5. Hibah Langsung Rp. 0
3 Piaman/Hibah Luar Neger Rp. 0 - Hibah Luar Neger Langsung Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibsh Dalam Negen Langsung Rp. ]
- Hibah Luar Neger Rp. o 6. SBSN P8BS Rp. 0
D. Poncairan dana diakukan metalu:
1.KPPN PEKANBARU (008) Rp 332407000

E. Pemyataan Syarat dan Ketertuan (Disciaimer)
DIPA Patikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahian dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lambaga),

DIPA Petikan iré dicetak secara otomatis melalu sistem stamp tanda tangan
OIPA satker Bondahara |
Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penermaan yang 1 DIPA pelaksanaan kegiatan.

t verada Pengguna Anggaran
Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petkan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang beriaku adalah data yang terdapat o dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukt-bukt yang ada).
DIPA Petlkan bedaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampal dengan 31 Desember 2026.

Noasep

Jakaria, 01 Desember 2025
AN, MENTER! KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

o,
LUKY ALFIRMAN
NIP. 187003271985031002

Gambar 1. 5 DIPA petikan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Sumatera Ill tahun 2026

3. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Pagu yang dimiliki Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera |l berdasarkan surat
pengesahan DIPA Nomor SP DIPA- 146.04.1.691491/2026.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Sstu set DIPA Petkan
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
DS 2842-4670-5403.5168

TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691491/2026

X Dasar Hokum
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Revisi ke 01
2UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pesbendaharasn Negara T: - 29 Desember 2025
3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggasan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

8 Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2. Unit Organisasi : (o4) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAAN PERDESAAN

3. Provinsi : (09) RIAU

4. Kode/Nama Satker : (601491)  Balai Pelaksana Panyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera il
Sebesar : Ro. 512505000  ( LIMA RATUS DUA BELAS JUTA LIMA RATUS LIMA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi

Terlampir
Kodo dan Nama Program dan Kegiatan Jumiah Uang
Terlampir
C. Sumber Dana Berasal Dari
1. Rupish Mumi Rp. 512505000 4. Pinjamantibeh Datam Negeri Re. o
2 PNBP Rp. - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0
PNBP TA Barjalan Rp. o Hbah Dalam Negeri Rp. [
5. Hivah Langsung Rp. 0
3. PinjamanHitah Lusr Neger Rp. o Hbah Luar Neger Langsung R o
- Pinjaman Luar Negen Rp. 0 - Hiah Dalam Negeri Langsung Rp. 0
- Hiban Luar Negeri Rp. 0  6.SBSNPBS Rp. 0
D. Pencairan dana diskukan melshi
1.KPPN_ PEKANBARU (008) Rp. 512505000
€. Pemyataan Syarat dan Ketentuan (Discaimer)

1. DIPA Patikan yang tidak induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negaralembaga).

2. DIPA Petikan inl dicetak melalut sistem berupa digtal stamp sebagal pengganti tanda tangan pengesahan (otenifikas).
3. DIPA Patikan berdung: pota Kegiatan satker dan Bondahara L Bondahara

4. Rencana Penankan Dana dan Perkiraan Penermaan yang tercantum dalam Halaman ll DIPA disi sesua dengan rencana pelaksanaan hegiatan
s
6
7

Tanggung jawab teMmadap penggunaan anggaran yang tenuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran’kuasa Pengguna Anggaran
Dalam ha terdapat perbedaan data antara DIPA Petkan dengan database RKA-KIL-DIPA Kementerian dalah data yang terdapat RKA-KIL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukt-bud yang ad).
DIPA Petikan bertaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampas dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
AN. MENTER| KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

g,
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1.6 DIPA petikan Direktorat Perumahan Perdesaan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sumatera Il tahun 2026
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4. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Pagu yang dimiliki Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Il berdasarkan surat
pengesahan DIPA Nomor SP DIPA- 146.05.1.691545/2026.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
08:0073

TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691545/2026

3.0716-4300-2172

A Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Revisi ke 01

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendah: N acal -
iR 10 2004 tankang P araen Negars. Tanggal : 29 Desember 2025
3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2. Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

3. Provinsi : (09) RIAU

4. Kode/Nama Satker : (691545)  Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Iil

Sebesar : Rp. 484.112.000 ( EMPAT RATUS DELAPAN PULUH EMPAT JUTA SERATUS DUA BELAS RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai beriut
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi

Terlampir
Kode dan Nama Program dan Kegiatan Jumiah Uang
Terlampir
C. Sumber Dana Berasal Darl
1. Rupiah Mumi Rp. 484112000 4. Pinjaman/Hibah Datam Neger Rp. 0
2 PNBP Rp. - Pinjaman Dalam Negeri Rp. []
- PNBP TA Berjalan Rp. o - Hibah Dalam Negeri Rp. 1
5. Hibah Langsung Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. [ - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. o
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 -Hbah Dalam Negeri Langsung Rp. 0
~ Hibah Luar Negen Rp. o 6. SBSN PBS Rp. o
D. Pencairan dana dilakukan melalui
1. KPPN PEKANBARU (008) Rp. 484.112.000

E. Pemyataan Syarat dan Ketentuan (Disciaimer)

DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian NegaralLembaga)

DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melakui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagal pengganti tanda tangan pengesahan (olentikasi).

DIPA Petikan berungsi sebagal dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bag Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman i DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan

Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang teruang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna AnggaranKuasa Pengguna Anggaran.

Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat o dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukt yang ada).
DIPA Petikan bertaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026

NparwN

Jakarta, 01 Desember 2025
AN. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

tid,
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1.7 DIPA petikan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Sumatera Il tahun 2026

5. DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Pagu yang dimiliki Balai
Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Ill berdasarkan
surat pengesahan DIPA Nomor SP DIPA- 146.06.1.691597/2026.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
\ LAMPIRAN : Satu 301 DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN |||I I|I|||‘ “l‘l"ll”ll‘l

TAHUN ANGGARAN 2026 06:0452-0420.5772.G80
NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.691597/2026
A Dasar Harum
.U No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Revisi ke 01
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
S.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanj Negara Tahun Anggaran 2026
B.Dengan n isahkan Alokasi Anggaran Uniuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (146)

2. Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

3. Provins| : (09) RIAU

4. KodeiNama Satker : (691597)  Baiai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Il

Sevesar : Rp. 166896000 ( SERATUS ENAM PULUH ENAM JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi

6 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Keglatan Jumiah Uang
146,061 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 3 166.896.000
146.06.1A.7662 Tata Keloia dan Penge: Risiko Perumahan Permukiman R 166.896.000
C. Sumber Dana Berasal Dari
1. Rugiah Murni Rp 166896000 4. Pinjamankiah Dalam Negeri Rp. 0
2. PNBP Rp. - Pingaman Dalam Negen Rp. 0
- PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Ro. 0
5. Hibah Langsung Rp. 0
3, Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negerl Langsung Rp. 0
- Pinjaman Luar Negert Rp. ° - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. o
- Hiah Luar Neger Rp. 0 6.58SNPBS Rp. o
D. Pencairan dana diskukan melalui
1.KPPN PEKANBARU (008) Rp. 166.696.000
€. Pomyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA yang tidak DIPA Induk (Nama Prograrm, Unit Organisasi dan Kementerian NegaraL embaga)
2. DIPA Peiikan ini dicetak secara olomats mefalu sistem yang diengkap dengan kode pengaman berupa Gigial stamp sebsgai pengganti linda tangan pengesahan (olentikas)
3 OIPA ! satkor bagi Bondah Bendahara Umum Negara
4. Rencana Penarian Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman il DIPA disi sssual dengan rencana pelaksansan kegiatan.
s, yang DIPA Petikan P Pengguna Anggaran.
6. Daiam hal DIPA RKAKIL-DIPA yang berisku adalah data yang terdspat o dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keusngan (berdasarkan buktbukd yang ada)
7. DIPA Petikan boriaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dangan 31 Desember 2026,

Jakarta, 01 Desember 2025
AN. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1.8 DIPA petikan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Ill tahun 2026
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B. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera
Barat
Pagu yang dimiliki oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Barat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung Program
Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Dukungan Manajemen.
1. DIPA Sekretariat Jenderal, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja Penyediaan Perumahan
Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2026
Nomor SP DIPA- 146.01.1.691384/2026.

2 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
N N LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan
{ 7 SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
\ o TAHUN ANGGARAN 2026 D5:3883.0540-0000-7183

NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691384/2026

A Dasar Hukum: i
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Revisi ke 01
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Tanggal : 29 Desember 2025

3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026
8.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk

1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2. Unit Organisasi : (o) SEKRETARIAT JENDERAL

3. Provinsi : (08) SUMATERA BARAT

4. Kode/Nama Satker : (691384)  Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

Sebesar : Rp. 684.077.000 ( ENAM RATUS DELAPAN PULUH EMPAT JUTA TUJUH PULUH TUJUH RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan Jumiah Uang
146.01.WA Program Dukungan Manajemen Rp. 684.077.000
146.01.WA Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal Rp. 684.077.000
C. Sumber Dana Berasal Dari
1. Rupiah Mumi Rp. 684.077.000 4. PinjamanvHibah Dalam Negeri Rp. o
2. PNBP Rp. - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0
- PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0
5. Hibah Langsung Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. [
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Rp. 0  6.SBSNPBS Rp. 0
D. Pencairan dana dilakukan melalui
1.KPPN PADANG (010) Rp. 684.077.000

E. Pemyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program. Unit Organisasi dan Kementerian Negara/'Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara ofomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi)
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman lll DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukii-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan beriaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
AN. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP, 197003271995031002

Gambar 1.9 DIPA petikan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Barat tahun 2026

2. DIPA Direktorat Kawasan Permukiman, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja Penyediaan
Perumahan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat Surat Pengesahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor SP  DIPA-
146.03.1.691438/2026.
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
05:4001-5054-1710-1088

TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691438/2026

‘A Dasar Hukum
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026
8 Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk

1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) PERUMAHAN
2. Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi 08) SUMATERA BARAT
4. Kode/Nama Satker 691438)  Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
Sebesar : Rp. 33.661.000 ( TIGA PULUH TIGA JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH SATU RIBU RUPIAH )
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berkut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumiah Uang
146.03. WA Program Dukungan Manajemen Rp. 33.661.000
146.03 WA Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Rp 33.661.000
C. Sumber Dana Berasal Dari :
1. Rupiah Mumi Rp. 33661000 4. PinjamanHibah Dalam Neger Rp. 0
2. PNBP Rp. - Pinjaman Datam Negeri Ro. 0
- PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0
5. Hibah Langsung Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri R, 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Re. 0
- Hibah Luar Negen Rp. 0 6.SBSNPBS Ro. 0
D. Pencairan dana dilakukan melalui
1.KPPN PADANG (010) Rp. 33.661.000
E. Pemyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berungsi sebagai dasar kegiatan satker da bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Il DIPA diisi sesual dengan rencana pelaksanaan keglatan
5 terhadap anggaran yang g dalam DIPA Petikan berada pada P Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Py R -DIPA Keuangan maka yang beriaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan bertaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026

Jakarta, 01 Desember 2025
AN. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1.10 DIPA petikan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat tahun 2026

3. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja
Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat Surat Pengesahan DIPA
Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA- 146.04.1.691492/2026.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691492/2026

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026
B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) PERMUKIMAN

2. Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

3. Provinsi : (08) SUMATERA BARAT

4. Kode/Nama Satker : (691492) Kawasan Provinsi

Sebesar : Rp. 34,640,000 ( TIGA PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagal berikut
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungs

Terlampir
Kode dan Nama Program dan Kegiatan Jumiah Uang
Terlampir
C. Sumber Dana Berasal Dari
1. Rupiah Mumni Rp. 34.640.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Neger Rp. o
2. PNBP Rp. - Pinjaman Dalam Negeri Rp. [
- PNBP TA Berjalan Rp. o - Hibah Datam Neger Rp. 0
. Hibah Langsung Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. [
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Rp. o 6. SBSN PBS Rp. o
D. Pencairan dana dilakukan melalui
1.KPPN PADANG (010) Rp. 34640.000
E. Pemyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak metalui sistem yang berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman 11l DIPA diisi sesua dengan rencana pelaksanaan kegiatan
s, terhadap anggaran yang g dalam DIPA Petikan berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat antara DIPA Pe RKA-K/L-DIPA Keuangan maka adalah data yang e database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
AN. MENTER| KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1. 11 DIPA petikan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat tahun 2026
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4. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja
Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat Surat Pengesahan
DIPA Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA- 146.05.1.691546/2026.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
"\ LAMPIRAN : Sats set DA Pethan
2ol
\¢ N SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
o TAHUN ANGGARAN 2026 0% 2017 4137 81079
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691546/2026
a1 2003 ersang Keusangan Negara Revisi ke 01
2.U0 No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negars. Tanggal : 29 Desember 2025
3UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggeran Pendapstan dan Belanja Negera Tahun Anggaran 2026
8.Dengan i dsshkan Ackas: Anggaran Untck
(148
©5) DIREKTORAT JENOERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
: oy SUMATERA BARAT
01548 Po Pormukiman Proves &
Ro. 38017000 ( TIGAPULUN TIGA JUTA TUJUH BELAS RISU RUPIAH )
Untuk hegiatan-hegiatan sebegal batkut
Kode dan Nama Fungs! dan Sub Fungs:
Terlampir
Kode dan Nama Prograrm dan Kegietan Jomish Usng
Terlampir
C. Sumber Dana Berasal Darl
1. Rupah Mumi #p 3O100 4. PrjamanHibah Datam Neger R o
2 P8P Rp. - Peyaman Daam Negen Ro. °
PNBP TA Bogalar R ° Hiah Dstam Negen Ro.
5 Hban Langsung R o
3 Pinjamaniibah Luar Negen Rp. o - Hbah Luar Negen Langsung Ro. [
\ry L) Hbah Datam Negen Langsung Rp. °
0 esasnpes R )

pengesahan (olenataasi
hara U

negat
52 Pongguna Anggaran
ah s yaeg terdapal & RKAKUL-DIPA Kermenterian Keuargan (berdasarian bukt-bukt yang ads)

5 Tanggung jawab terhacsp penggunaan anggaran yi \m DIPA Potian saporuhnya berada pada Penggun
e bedasn dsta sntars DIPA RKAKL-OPA maka
7. DIPA Potikan barkaku sejak 5nggal 1 Januar 2026 sampal dangan 31 Dasember 2026.

'8 Anggaran K.

Jskarta, 01 Desember 2025
AN. MENTER| KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

"
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271505031002

Gambar 1.12 DIPA petikan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat tahun 2026

C. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
Pagu yang dimiliki oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Riau dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung Program
Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Dukungan Manajemen.
1. DIPA Sekretariat Jenderal, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja Penyediaan Perumahan
Provinsi Riau berdasarkan surat pengesahan DIPA Nomor SP DIPA-
146.01.1.691385/2026.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INOONESIA
. 'N LAMPIRAN | Sos 36 DIPA Petkan
@b SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691385/2026

Revisi ke 01

2028

dan Kawasan Permukman Proving R
{ TUJUM RATUS DUA PULUN ENAM JUTA DUA RATUS TUJUH PULUM SATU RIBU RUPIAH |

R 726271000
R 726.271.000

26271000 4 PrjamanHiah Deiam Negen R, 0

m Negen R o

R, o

R, ]

#5. o

Ro. o

R o

nnnnnnnnnn

RKAKLDPA iberdasarkan bkt bk yang ads)

Jakars, 01 Deserrber
AN MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

Gambar 1.13 DIPA petikan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Riau tahun 2026
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2. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja
Penyediaan Perumahan Provinsi Riau berdasarkan surat pengesahan DIPA Nomor SP
DIPA- 146.03.1.691439/2026.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petican

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691439/2026

A Dasar Hukum,
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3UUNo 17 A Belanja Negara T 206
8 Dengan inl disahkan Alokas! Anggaran Untuk
1. Kementerian NegaralLembaga : (146) DAN KAWASAN
2. Unit Organisasi i 0y DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi : (09) RIAU
4 KodeNama Satker i (691439)  Perumahan dan Kawasan Permukiman Provins! Risu
: 48398000 ( EMPAT PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH )

Unéuk kogatan-kegiatan sobagas barikiA
Kode dan Nama Fungs! dan Sub Fungsi
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan Juntah Uang
14603 WA Program Dukungan Manajemen Rp. 48.308.000
14603 WA Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Rp. 48.398.000
C. Sumber Dana Barasal Dan
1. Rupiah Murnd Rp. 48398000 4 Pinamantibah Dalam Neger Rp. 0
2.PNBP Rp. - Pirgaman Datam Negeri Rp. 0
- PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0
5. Hoah Langsung Rp. 0
3. Piaman'Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Nogeri Langsung Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri Rp. o - Hibah Dalam Negerl Langsung Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 6.S8SNPBS Rp. 0
D. Pancaian dana diakukan melalul
1. KPPN PEKANBARU (008) Rp. 48.398.000
E. Pomyatasn Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagyan yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian NegaralLembaga).
2. DIPA Patikan ini dicetak secara sistom peng: 1anda tangan
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sarker Bandahara L
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penenmaan yang tercantum dalam Haiaman Il DIPA dis s65usi dengan rencans pelaksanaan kegiatan,
s yang Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna AnggaranKuasa Pengguna Anggaran
6. Dalam hai DIPA Petkan deng: RKAKIL-DIPS adaiah data yang tercs RKA-KIL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-buktl yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januan 2026 sampai dengan 31 Dessmber 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
AN, MENTER! KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 187003271995031002

Gambar 1.14 DIPA petikan Direktorat Kawasan Permukiman Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Riau tahun 2026

3. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja
Penyediaan Perumahan Provinsi Riau berdasarkan surat pengesahan DIPA Nomor SP
DIPA- 146.04.1.691493/2026.

e U e A A et
brieaighaperepbnag
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN ‘|| Illl
TAHUN ANGGARAN 2026 DS:0984-6601-1028-0104
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691493/2026
B e i 203 e K G Revisi ke 01

20U No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3UU No, 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belana Negara Tahun Anggaran 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) JKIMAN
2. Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
3. Provinsl : (09) RIAU
4. Kode/Nama Satker : (691433)  Perumshan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Riau
: Re. 35.183.000 ( TIGA PULUH LIMA JUTA SERATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi

Terlampir
Koda dan Nama Program dan Kegiatan Jumiah Uang
Terlampir
C. Sumber Dana Berasal Dari
1. Rupiah Mumi Rp. 35183000 4 PinjamanHibeh Datam Negen Ro. o
2. PNBP Rp. - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0
- PNBP TA Berjalan Rp. o Hibah Dalam Negeri Rp. 0
5. Hibah Langsung Ro. o
3. PinjamanHibah Luar Negeri ®p. 0 - Hibeh Luar Neger Langsung ®o. 0
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0
- Hibah Luar Neger! Rp. 0 6 .SBSNPBS Rp. 0
D. Pencairan dana diakukan melaki
1.KPPN PEKANBARU (008) R, 36.183.000
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclamar)
1. DIPA Petian ini merupakan bagian yang tidsk terpisshian dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian NegaralLembaga)
2. DIPA Petikan ini dicetak sistemn digital stamp
3. DIPA Petikan berungsi sebagai dasar pelaksansan kegiatan satker & Bendarara Umum Negara
4. Rencans Penarikan Dana dan Perkiraan Penecimaan Halaman il DIPA kegiatan
5 anggaran OIPA Petian Pen rgguna Anggaran
6. Ds tara DIPA P -DIPA Kementerian Keuangan maka yang beriaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-buksi yang ada).
7. DIPA Petian beriaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakana, 01 Desember 2025
AN. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

d.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1.15 DIPA petikan Direktorar Perumahan Perdesaan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Riau tahun 2026
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4. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja
Penyediaan Perumahan Provinsi Riau berdasarkan surat pengesahan DIPA Nomor SP
DIPA- 146.05.1.691547/2026.

AN REPUBLIK INDONESIA
A Potkan
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN ‘ ‘
05 wasr2

TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691547/2026

| Revisi ke 01
| Tar : 29 Desember 2025

1 Betans Negara Tshun Anggaren 2028

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUMA w
RIAU

S47)  Parumahan dan Kawasan Pormukiman Proins Risu
29225000 ( DUA PULU TIGA JUTA DUA RATUS DUA PULUH LA RIBU RUPIAH
Terlampir

Terlampir

e N Ry

tercapat o datam Kermertenan Keuangan

o

werrton 2025

A | KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

Gambar 1.16 DIPA petikan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Riau tahun 2026

D. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan

Riau

Pagu yang dimiliki oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Provinsi Kepulauan Riau dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Dukungan Manajemen.

1. DIPA Sekretariat Jenderal, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja Penyediaan Perumahan
Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2026
Nomor SP DIPA- 146.01.1.691386/2026.

. XEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
\ otkan

v
(&i& SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
e TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691386/2026
an Negarn Revisi ke 01
redahavaan Negva Tanggal : 29 Desember 2025
Pendepaian Tatun Anggaran 2126
(148)  KEVENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
o SEKRETARIAT JENDERAL
: KEPULAUAN RiAU
(891306)  Perumshan dan Kawasan Permuian Provins Kepuouan Risus
Re. 605307000 ( ENAMRATUS DELAPAN PULLH LIMA AUTA TIGA RATUS TUAUM RIBU RUPIA |
U Kergatan sbage: barkua
Kode dan Nama Funge dan Sub Fungei
w PERUMAHAN DAN FASLITAS UMUM
ce%0 PERUMAVAN DAN FASLITAS UNUM LANNYA
Kode dan Narma Proggam dan Kegistan Sumiah Uang
Progrom Dukunge arilersn " ea6:307000
R 695307000

Dukungan Manajemen Sokreanat Jandera
na Berasal Dan

Jokarta. 01 Desember 2025
AN, MENTER| KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

w
LUKY ALFIRMAN
NIP. 17003271995031002

Gambar 1.17 DIPA petikan Sekretariat Jenderal Perumahan Perkotaan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026
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2. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja
Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Pengesahan DIPA
Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA- 146.03.1.691440/2026.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN ||I”|I ||’||”I“I I
TAHUN ANGGARAN 2026 DS0833-0808-0100-0227

NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691440/2026

. Dasar Hukum

10U No. 17 Tahun 2003 tentang Kecangan Negara Revisi ke 01
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.UU No. 17 Tahun 2025 tent dan Tahun Anggaran 2026
8.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk
1. Kementerian NegaraLembaga : (148) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi i (32) KEPULAUAN RIAU
4. Kode/Nama Satker : (691440)  Perumanan dan Kawasan Permukiman Provins Kepulauan Riau
Sevesar : Rp. 37.037.000  ( TIGA PULUH TUJUH JUTA TIGA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan Jumiah Uang
146,03 WA Program Dukungan Manajemen Rp. 37.037.000
146.03 WA D Kawasan Rp. 37.037.000
C. Sumber Dana Berasal Dan
1. Rupiah Murni Rp. 37.037.000 4. PinjamanHibah Dalam Negeri Rp. 0
2. PNBP Rp. - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0
- PNBP TA Bejalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negerl Rp. 0
5. Hibah Langsung Rp 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri Ro. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0
- Hibah Luar Neger Rp. 0 6.88SNPBS Rp. [
. Pencairan dana dilakukan metaiui
1.KPPN  TANJUNG PINANG (009) Rp. 37.037.000
€. Pemyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara olomatis meiaku sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagal penggant tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar kegiatan satker bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Ill DIPA diisi sesuai dengan rencana polaksanaan kegiatan
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang DIPA pada Pengguna Pengguna Anggaran.
6. Datam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KI/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang beraku adaiah data yang terdapat o -DIPA Keuangan bukii-bukt yang ada).
7. DIPA Petikan bertaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026,

Jakarta, 01 Desember 2025
AN, MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1.18 DIPA petikan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026
3. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja
Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Pengesahan DIPA
Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA- 146.05.1.691548/2026.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petkan
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN ’lllll
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691548/2026

A Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
30U No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanya Negara Tahun Anggaran 2026

isi ke 01

8.Dongan ini disahkan Alokasi Anggaran Uniuk

1. Kementerian NegaralLembaga : (146)
2. Unit Organisasi : (05) JENDERAL

3. Provinsi (%) KEPULAUAN RIAU

4. Kode/Nama Satker : (691548) san Pe

Sevesar : Rp 28960000 ( DUA PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH )

Unluk kegiaten-kegiatan sebagai berikut
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi

Terlampir
Kode dan Nama Program dan Kegiatan Jumiah Uang
Terlampir
C. Sumber Dana Berasal Dari
1. Ruplan Murmi R 28960000 4. PinjamanHish Dalam Neger Rp. o
2.prep Rp - Pinjaman Dalam Neger Rp o
- PNBP TA Berjalan ®p 0 -Hiban Daiam Neger Rp. o
5. bah Langsung Rp 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negern Rp. o - Hibah Luar Negen Langsung Rp. o
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 -Hiben Daiam Negerl Langsung Rp. o
- Hbah Luar Neger! Rp. ] 6. SBSN PBS Rp. o
©. Pencairan dana diakukan melali
1.KPPN TANJUNG PINANG (009) Rp. 28.960.000
E. Pemyataan Syarat dan Ketentuan (Disciaimer)
1. DPA bagan yang tdak OIPA Induk wage).
2. DIPAP P 1o sgaman barupa digtal g i
3 DIPA don Bendahara Umum Negara
4 Rencana Peneimaan yang oPA kegiatan
s yang DIPA Pk Pangguna A
6 oiPA DIPA Kementerian yang beriaku adslah e -DIPA Kementerisn Keuangan (berdssarkan buki-buki yang ads).
7. DPA tanggal 1 Januar 20 dengan 31

Jakara, 01 Desember 2025
AN. MENTER| KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

g,
LUKY ALFIRMAN
NIP. 187003271995031002

Gambar 1.19 DIPA petikan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026
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1.5 Aspek dan Isu Strategis
A. Aspek Strategis

Tujuan Balai P3KP Sumatera lll merupakan rumusan dari isu strategis, potensi, serta
permasalahan yang menjadi wewenang Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman serta dalam rangka mendukung RPJMN Tahun 2025-2029. Dalam upaya mencapai
tujuan tersebut, ditetapkan sasaran strategis berupa:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien,

Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan.

2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan

Kawasan Permukiman.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis dan/atau sasaran program Kementerian
Perumahan dan Kawasan Permukiman serta tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Sumatera lll, maka disusun sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan, perkotaan, dan kawasan
permukiman;

Meningkatnya penanganan permukiman kumuh;

Meningkatnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya

hunian layak;

4. Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman;

5. Meningkatnya kualitas dukungan managemen; dan 6.Meningkatnya kualitas pengawasan
intern.

Sasaran BP3KP Sumatera Ill dirumuskan untuk mendukung langsung Sasaran Strategis
Kementerian PKP, di mana BP3KP berfungsi sebagai unit pelaksana teknis (operator) yang
memastikan 100% implementasi kebijakan di lapangan.

B. Isu Strategis

Berdasarkan analisis SWOT yang ada pada Renstra BP3KP Sumatera Ill, BP3KP
Sumatera lll dihadapkan pada kondisi tingginya backlog dan RTLH, kompleksitas kawasan
kumuh pesisir dan perkotaan, tantangan geografis kepulauan dan rawan bencana, serta
keterbatasan kapasitas dan data daerah. Di sisi lain, terdapat peluang strategis berupa komitmen
nasional percepatan penyediaan rumah, kebutuhan penanganan pesisir dan kepulauan, program
rumah khusus pascabencana, inovasi pembiayaan perumahan, serta optimalisasi aset lahan
negara dan daerah. Dengan memfokuskan kekuatan internal BP3KP sebagai fasilitator teknis
wilayah dan memanfaatkan peluang tersebut untuk mengatasi kelemahan serta memitigasi
ancaman, maka isu-isu strategis Renstra BP3KP Sumatera Ill 2025-2029 dirumuskan sebagai
berikut.

1. Peningkatan Akses Perumahan Layak dan Terjangkau bagi MBR melalui Pendekatan

Multiskema dan Berbasis Wilayah



BP3KP Sumatera |l memanfaatkan perannya sebagai fasilitator teknis wilayah untuk
mendorong peningkatan akses perumahan layak dan terjangkau bagi MBR melalui
sinkronisasi program pembangunan baru, peningkatan kualitas rumah swadaya, penyediaan
rumah susun, dan rumah khusus yang disesuaikan dengan karakter wilayah. Melalui
pendampingan teknis dan koordinasi lintas sektor, BP3KP memastikan pemanfaatan
berbagai skema pembiayaan perumahan serta keterpaduan intervensi pusat dan daerah
guna menurunkan backlog perumahan secara berkelanjutan.

Penanganan Permukiman yang Adaptif terhadap Kondisi Geografis dan Lingkungan
Dalam menghadapi tantangan geografis wilayah pesisir, kepulauan, dan kawasan dengan
keterbatasan akses, BP3KP Sumatera Ill mengoptimalkan kekuatan kompetensi teknisnya
untuk mendorong penanganan permukiman yang adaptif dan berkelanjutan. BP3KP
berperan dalam memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan penyediaan prasarana,
sarana, dan utilitas umum serta sanitasi yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat,
sehingga tercipta permukiman yang layak huni, sehat, dan berdaya tahan.

Penguatan Penanganan Kawasan Kumuh Terpadu dan Kolaboratif Berbasis Kawasan
BP3KP Sumatera Ill memanfaatkan perannya sebagai pengendali teknis dan fasilitator
kolaborasi untuk mendorong penanganan kawasan kumuh secara terpadu berbasis
kawasan. Melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan
pemangku kepentingan terkait, BP3KP memastikan integrasi peningkatan kualitas hunian,
penyediaan PSU, dan penataan lingkungan guna menurunkan tingkat kekumuhan secara
berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Penguatan Tata Kelola Aset Perumahan dan Permukiman

Dalam rangka memastikan keberlanjutan manfaat aset perumahan dan permukiman, BP3KP
Sumatera Ill memaksimalkan perannya sebagai mediator teknis pusat dan daerah untuk
mempercepat proses serah terima serta penguatan pengelolaan aset PSU, rumah susun,
dan rumah khusus. BP3KP melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam
aspek kelembagaan, regulasi, dan pengelolaan agar aset yang dibangun dapat
dimanfaatkan secara optimal, terpelihara, dan berfungsi sesuai tujuan penyediaannya.
Penguatan Peran BP3KP Sumatera lll sebagai Fasilitator Teknis Wilayah dalam
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pascabencana

Menghadapi kerentanan bencana di wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya, BP3KP
Sumatera Il memperkuat perannya sebagai fasilitator teknis wilayah dalam mendukung
rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana. Melalui pendampingan teknis,
koordinasi lintas sektor, dan penerapan standar rumah tahan bencana, BP3KP berkontribusi
dalam percepatan pemulihan hunian masyarakat secara terencana, tepat sasaran, dan

berkelanjutan.



Penguatan Kapasitas Kelembagaan, SDM, dan Basis Data Perumahan dan
Permukiman

BP3KP Sumatera Ill memanfaatkan mandat pembinaan teknis wilayah untuk memperkuat
kapasitas kelembagaan, SDM, dan basis data perumahan dan permukiman di daerah.
Melalui pendampingan peningkatan kapasitas dan fasilitasi pemutakhiran serta integrasi
data, BP3KP mendorong perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program

perumahan dan permukiman yang lebih efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.



BAB 2 PENETAPAN KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sumatera lll Tahun 2026
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Permukiman Sumatera |ll melaksanakan

kegiatan berdasarkan penetapan target kinerja yang telah diperjanjikan antara Kepala Balai
dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal
Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata
Kelola dan Pengendalian Risiko dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026. Berdasarkan
penetapan kinerja tersebut. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sumatera lll memiliki rencana aksi kinerja tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rencana Aksi Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Il|

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN
KINERJA TARGET PK
J TWI TWI | TWII | TWIV
SEKRETARIAT JENDERAL
1. | Jumlah Layanan Umum 4 Layanan 25% 50% 75% 100%
2. | Jumlah Layanan Perkantoran 4 Layanan 25% 50% 75% 100%
3. | Jumlah Layanan Sarana Internal 44 Unit 25% 50% 75% 100%

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

1 Jumlah Dokumen Data dan Informa§| 1 Dokumen 20% 40% 75% 100%
Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan 1 Rekomendasi
2. | Teknis Penyelenggaraan Klinik . 20% 40% 75% 100%

. Kebijakan
Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan
3. | Penanganan Kumuh dan Pengembangan 1 Dokumen 20% 40% 75% 100%
Kawasan Permukiman

4. | Jumlah Layanan Umum 4 Layanan 20% 40% 75% 100%
5. | Jumlah Layanan Data dan Informasi 1 Layanan 20% 40% 75% 100%
6. | Jumlah Layanan BMN 1 Layanan 20% 40% 75% 100%

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

Jumlah Rekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi
1. | Penyelenggaraan Pembangunan .. 20% 40% 75% 100%

Kebijakan
Perumahan Perdesaan




SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR

TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN

TARGET PK
KINERJA TWI TWI | TWII | TWIV
Jumlah Laporan Pemantauan dan
2. | Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan 1 Laporan 20% 40% 75% 100%
Perumahan Perdesaan
Jumlah Rekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi
3. | Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas . 20% 40% 75% 100%
Kebijakan
Perumahan Perdesaan
Jumlah Rekomendasi Kebijakan,
4 Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas 1 Reko.r.nendasi 20% 40% 75% 100%
Penyelenggaraan Perumahaan Kebijakan
Perdesaan
5 Jumlah Dokumen Data dan Informasi 1 Dokumen 20% 40% 75% 100%
Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan
Jumlah Laporan Pemantauan dan
6. | Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan 3 Laporan 20% 40% 75% 100%
Perdesaan
Jumlah Dokumen Dukungan Teknis
7. | Penyiapan Lahan dan Perizinan 1 Dokumen 20% 40% 75% 100%
Perumahan Perdesaan
8 Jumlah Dpkumen Dukungan Teknis 1 Dokumen 20% 40% 75% 100%
Penghunian Perumahan Perdesaan
9 Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi 1 Kegiatan 20% 40% 75% 100%
Pembiayaan Perumahan Perdesaan
10. | Tingkat Layanan Umum 3 Layanan 20% 40% 75% 100%
11. | Tingkat Layanan Data dan Informasi 1 Layanan 20% 40% 75% 100%
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Jumlah Rekomendasi Kebijakan, 1 Rekomendasi
1. | Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas . 20% 40% 75% 100%
Kebijakan
Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan
Jumlah Laporan Pemantauan dan
2. | Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan 4 Laporan 20% 40% 75% 100%
Perkotaan
Jumlah Rekomendasi Kebijakan
Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, 1 Rekomendasi o o o o
3 Perizinan dan Penghunian Perumahan Kebijakan 20% 40% 5% 100%
Perkotaan
Jumlah Rekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi
4. | Penyelenggaraan Pembiayaan .. 20% 40% 75% 100%
Kebijakan
Perumahan Perkotaan
Jumlah Rekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi
5. | Penyelenggaraan Pembangunan .. 20% 40% 75% 100%
Kebijakan
Perumahan Perkotaan




SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN

TARGET PK
silEdl ™WI TWI | TWII | TWIV
Jumlah Rekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi
6. | Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas . 20% 40% 75% 100%
Kebijakan
Perumahan Perkotaan
7. | Jumlah Layanan Umum 4 Layanan 20% 40% 75% 100%
8. | Jumlah Layanan Data dan Informasi 1 Layanan 20% 40% 75% 100%
9. | Jumlah Layanan BMN 1 Layanan 20% 40% 75% 100%

DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

Jumlah Rekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi
1. | Keterbukaan Publik, Transparansi dan .. 20% 40% 75% 100%

o Kebijakan
Akuntabilitas

Jumlah Rekomendasi Kebijakan 2 Rekomendasi

2. | Manajemen Risiko dan Pencegahan . 20% 40% 75% 100%
Korupsi Kebijakan

Jumlah Laporan Pemantauan dan 1 Rekomendasi
3. | Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola . 20% 40% 75% 100%

. - Kebijakan
dan Pengendalian Risiko

Berikut ini merupakan Perjanjian Kinerja (PK) Awal atau Revisi Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Il Tahun 2026.

1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal



Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Il Rencana Aksi | 2026

PK AWAL

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arifay Saini

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IIT
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Didyk Choiroel
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 April 2026
Pihak Kedua Pihak Pertama
IS H0]

oSt ? 4
Didyk Choiroel Arifay Saini
NIP. 19710416 199201 1 001 NIP. 19730827 200312 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 |Jumlah Layanan Umum 4 Layanan

Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai
1 Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan 2 [Jumlah Layanan Perkantoran 4 Layanan
Permukman Sumatera Il (BP3KP Sumatera III)

3 [Jumlah Layanan Sarana Internal 44 Unit
KEGIATAN PAGU APBN

1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan

R} 1,303,884,000.00
Kawasan Permukiman Sumatera III P M ’ ’

2 ;ie;:mnhnn dan Kawasan Permukiman Provinsi Rp 726,271,000.00
3 ;:::::::;:;l: Kawasan Permukiman Provinsi Rp 684,077,000.00
4 ;erumahnn d:an Kawasan Permukiman Provinsi Rp 685.307.000.00
epulauan Riau s
Total Rp 3,399,539,000.00

Jakarta, 10 April 2026

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN
SEKRETARIS JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III

W

ot 2 2
Didyk Choiroel Arifay Saini

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sumatera Ill Tahun 2026 dengan Sekretaris Jenderal
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2. Perjanjian Kinerja Direktorat Kawasan Permukiman

AWAL

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arifay Saini

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Fitrah Nur

Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka

mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Maret 2026
Piha§ Pertama

N/

Arifay Saini
NIP. 19730827 200312 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA HI
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

vo| SASARAN KEGIATAN [ INDIKATOR KINERJA [ TareET
Progr han dan ki
1 Jumlah .Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan F o A—
Terselenggaranya kinerja keterpad kemitraan, p ! Permukiman
1 |penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam kung per
rumsh layek huni 2 Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Peny 1 raan 1 Rel ™ d
Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman Kebijakan
5 < Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan
2 |Meningkatnya ketersediaan ramah layak huni di kawasan permukiman 1 Pengembangan Kawasan Permukiman 1 Dokumen
Manaj
1 [Jumlah Layanan Umum 4 Layanan
Meni dul j Sekretariat Direktorat .
1 Jenderal ]?:;:s;n Permukiman 2 |Jumlah Layanan Data dan Informasi 1 Layanan
3 |Jumlah Layanan BMN 1 Layanan
KEGIATAN PAGU APBN
1 Balai yedi P k dan Kawasan Permukiman Rp 332,407,000.00
Sumatera III
2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Rp 48,398,000.00
3 Perumahan dan Kawasan F P insi Barat Rp 33,661,000.00
4 P ), dan K Provinsi K Riau Rp 37,037,000.00
Rp 451,503,000.00
Jakarta, 30 Maret 2026
KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

PERMUKIMAN SUMATERA III
e

4o i

FIT' NUR'/ ARIFAY

Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sumatera [ll Tahun 2026 dengan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman
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3. Perjanjian Kinerja Direktorat Perumahan Perdesaan

- - - - e LA A i e s R R T30 Y

| Wy PK AWAL
{ S
7 -

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan i pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,

=

kami yang bertandatangan di b ini:
Nama : Arifay Saini
Jabatan : Kepala Balai Pelak Penyedi Pent han dan K Permukiman Sumatera 111
: Selanjutnya disebut Pihak Pertama
¢ | Nama : Imran
i Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perd :
| Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua il

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capw kinerja dari

perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Jakarta, 30 Maret 2026
Pihak Pertama

|

Imran i

NIP. 19731026 199302 1 00} NIP. 19730827 200312 1 005 l
!

| |Meningkatrys ketervediaan rumaty bar layak huns di perdesaan
2 Jmmwmm_ 1t s
Meningkatnys penyodioan rumah layak huns melalu, peainghatan umiah R Pe
2 uabitan pe i wilaysh 1 Kualitns 1 Rekomendasl Kebijakan
[ umsah igakan, Strateg dan
1 [Program Priontas 1 bijak:
Kinetja keterpaduan, ; La
3 |pengenggaran, prmantuuan dan rvahias! dolam pembangunan [Jumiah Dok Data dan U .
{perumahan pentesaan 7 [perumahan Perdesaan 1 Dolcumen
P umlali Laj Porna
: h Laporan ntavian dan Evaliuasi 3 Copein
[ hmlah Teknin lahan
I‘.- 1 Dokumen
[Jumlah Teknis Pengh
2 " han Perdh | Doxumen
' [ Jumlah Kegratan dan 1K
B 5 = e RN R s T R RS ST s T
ll]’lmw"-nu-un ] 3 Layanan
1 2 [Tinghat Layanat Duta dan informast 1 1 Layanan
PAGU AFEN
Ry 512,808,000.00
Ry 35,183,000.00
Rp 34,640,000 00
" 562,328,000.00
Jakarta, 30 Maret 2026
KEPALA BALAI PELAKSANA N DAN
PERMUKIMAN BUMATERA 111

Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sumatera |ll Tahun 2026 dengan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan
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4. Perjanjian Kinerja Direktorat Perumahan Perkotaan

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Rencana Aksi | 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,

kami yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Arifay Saini
Jabatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama
Jabatan

: Sri Haryati

: Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

: Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

i (8

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka

mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari

perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Maret 2026

Pihak Kedua Pihak Pertama
S ati Arifay Saini
NIP. 197 Y87 99703 2 004 NIP. 19730827 200312 1 005
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN HAN DAN K AN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN P AN DAN K IMAN
No | | INDIKATOR KINERJA | TArcET
|Program dan
d i Strate 1 Rek si
|Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, {i petemith Sl Strateg! dan oloorieriied
Program Prioritas F F ij
1 |penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam peny
perumahan perkotaan , |[Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi 4 Liporan
Penyelenggaraan Perumahan
Jumlah dasi Kebijakan Peny "
2 (LR SE “‘:"f" P Iatien, dig 1 pan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan "(::;':;‘;‘f‘"d“”
paru Rerkotan Perkotaan Y
3 [Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan , |[Jumlah Rekomendasi 1
perumahan di wilayah perkotaan Pembiayaan Perumahan Perkotaan Kebijakan
; ; Jumlah i Kebijakan F 1
4 |Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perkotaan 1 | rbunguinan Peruriiahar Parketann Kebijakan
5 Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan [Jumlah j 1
kualitas pembangunan perumahan di wilayah perkotaan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan Kebijakan
EIFML_M
4 Lay
, ya layasan Sekretaria D 2 Pueleipmalinm 4 Tar
Jenderal Perumahan Perkotaan | 2 Jumlah Layanan Data dan Informasi __1_ayanan |
3 |[Jumlah Layanan B 1 Layanan
KEGIATAN PAGU APBN
Balai dan
484,112,000.
! Permukiman Sumatera III Rp 94;113,000:00
2 dan Provinsi Riau Rp 23,225,000.00
3 dan Provinsi Barat Rp 33,017,000.00
4 dan Provinsi Riau Rp 28,960,000.00
Total Rp 569,314,000.00

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

Jakarta, 30 Maret 2026

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA Il

ARIFAY SA

Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera
IIl Tahun 2026 dengan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan
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5. Perjanjian Kinerja Direktorat Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yenni Sofyan Mora

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera 111
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Azis An

Jabatan : Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Plhak Kedua
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjlan ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Januari 2026

Kedua Pihak Pertama
ch%:m
NRP. 77050672 NIP. 198104212008122001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA m

phatiye Acian g nibihlan F— \uminh Rekomendasi Kebijakan Ketertmkasn Publik, 1 Rekomendasi

] QEATRAD per dan P yang 1 T i dan Al Wl Kebijakan
efektif dan akuntabel

" h:\aw s elien ol dor , |dursian dasi K Pengendalian Risko dan 2 Rexomendasi
" i Procegaban Karupsi Kebijakan
Moning Kinerja keterpaduan, & -

a P dan Y dadam p wEperaan a Jumish laporan pemantauan dan eveluast penyelenggaraan tata | 1 Rekomendas!
tata kelola dan dalian risiko per han dan | kelola dan pengendalisn risiko Kebdljjakan
permualkman

AEGIATAN PAGU AFEN
Penyelenggaraan Tata Kelols dan Pe delian Risliko Yer b 66, 000.00
' dan Kawssen Permuldenan o 166906,
Jakarta, 28 Januari 2026
DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
RISIRKO PERMUKIMAN SUMATERA I

- e

Gambar 2.5 Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera
Il Tahun 2026 dengan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
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2.2 Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera

melaksanakan kegiatan berdasarkan penetapan target kinerja yang telah diperjanjikan antara

Kepala Satuan Kerja dengan Kepala Balai. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan

Barat

Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

Permukiman Provinsi Sumatera Barat memiliki rencana aksi kinerja tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rencana Aksi Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera

Barat

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR

TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN

TARGET PK
Al E8kS TWI TWI | TWII | TWIV

SEKRETARIAT JENDERAL
1. | Jumlah Layanan Umum 1 Layanan 25% 50% 75% 100%
2. | Jumlah Layanan Perkantoran 1 Layanan 25% 50% 75% 100%
3. | Jumlah Layanan Sarana Internal 20 Unit 25% 50% 75% 100%
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
1. | Jumlah Layanan Umum 1 Layanan 20% 40% 75% 100%
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

Jumlah Laporan Pemantauan dan
1. | Evaluasi Penyelenggaraan 1 Laporan 20% 40% 75% 100%

Perumahan Perdesaan
2. | Tingkat Layanan Umum 1 Layanan 20% 40% 75% 100%
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

Jumlah Laporan Pemantauan dan
1. | Evaluasi Penyelenggaraan 1 Laporan 20% 40% 75% 100%

Perumahan Perkotaan
2. | Jumlah Layanan Umum 1 Layanan 20% 40% 75% 100%
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Berikut ini merupakan Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertandatangan di bawah ini:

Nama : Riky Hidayat
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Arifay Saini
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam
rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian
ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 30 Maret 2026
Pihak Kedua ertama

: v\/
Arifay Saini Hidayat
Nip. 197308272003121005 Nip. 198408192014021001

PK AWAL
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 |Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat =
| Yendisal 1 |Jumlah Layanan Umum 1 Layanan
2 |Jumlah Layanan Perkantoran 1 Layanan
3 |Jumlah Layanan Sarana Internal 20 Unit
KEGIATAN PAGU APBN
1 Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal Rp 684.077.000,00
Pekanbaru, 30 Maret 2026
KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN KEPALA SATUAN KERJ. DIAAN PERUMAHAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN KAWASAN PEI PROVINSI SUMATERA
SUMATERA III
. M
ARIFAY SAIN| RIKY HIDAYAT

Gambar 2.6 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2026 Sekretariat Jenderal
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2. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertandatangan di bawah ini:

Nama : Riky Hidayat

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Arifay Saini
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera 11
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam
rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapalan target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian
ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 30 Maret 2026

Pihak Kedua rtama
e
Arifay Saini Hidayat
Nip. 197308272003121005 Nip. 198408192014021001

PK AWAL
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meningkatnya Dukungan Manajemen Penyelenggaraan

1 |Jumlah Layanan Umum 1 Layanan
Kawasan Permukiman g "
KEGIATAN PAGU APBN
1 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Rp 33.661.000,00
Permukiman
Pekanbaru, 30 Maret 2026
KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN KEPALA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN KAWASAN PE PROVINSI SUMATERA
SUMATERA III T
f m/
ARIFAY HIDAYAT

Gambar 2.7 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2026 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
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3. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

PK AWAL

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertandatangan di bawah ini:

Nama : Riky Hidayat
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Arifay Saini

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam
rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian
ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 30 Maret 2026
Pihak Kedua

1=ave

Arifay Sain
Nip. 197308272003121005 Nip. 198408192014021001

¢

PK AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA 111
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan,
1 |pemrograman, penganggaran, pemantauan dan 1
evaluasi dalam pembangunan perumahan perkotaan

Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan + Laporsny

Meningkatnya dukungan manajemen Direktorat
Jenderal Perumahan Perkotaan

Jumlah Layanan Umum 1 Layanan

KEGIATAN PAGU APBN
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provins! R
Sumatera Barat P 34.640.000,00
Pekanbaru, 30 Maret 2026
KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN KEPALA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA
SUMATERA 11 I‘APAT
% [/

S A Nun/

Gambar 2.8 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2026 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
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4. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

PK AWAL

KEMENTERIAN PERUMAHAMN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efeltif, transparan dan aluntabel serta berorientasi pada hasil, kami vang
bertandatangan di bawah ini:

Nama : Riky Hidayat

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
Zelanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Arifay Saini
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera [T

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Plhak Kedua
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikout:

1. Pihak Pertama pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja vang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam
rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yvang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian
ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 30 Maret 2026

Pihak Kedua i ama
Arifay Saini iky Hidayat
Nip. 197308272003121005 Nip. 198408192014021001

PK AWAL
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluas

1 |pemrograman, penganggaran, pemantauan dan 1 1 Laporan
F ot pengangg F Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan po
evaluasi dalam pembangunan perumahan perkotaan .

Meningkatnya dukungan manajemen Direktorat
2 e 3 e J Jumlah Layanan Umum 1 Layanan

Jenderal Perumahan Perkotaan

KEGIATAN PAGU APBN
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi

Sumatera Barat Rp 33.017.000,00

Pekanbaru, 30 Maret 2026

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN KEPALA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA

SUMATERA III 5/7‘1'
¢ /
/ /1 \)\/ /

ARIFAY HIDAYAT

Gambar 2.9 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2026 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
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2.3 Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau
Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Permukiman Provinsi Riau melaksanakan

kegiatan berdasarkan penetapan target kinerja yang telah diperjanjikan antara Kepala Satuan
Kerja dengan Kepala Balai. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Provinsi Riau memiliki rencana aksi kinerja tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Rencana Aksi Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

TARGET CAPAIAN PER

TRIWULAN
SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA TARGET PK TWI TWII ™wi | TwWiv
(Jan- | (April- | (Juli- (Okt-
Maret) | Juni) Sept) Nov)

SEKRETARIAT JENDERAL

1. | Jumlah Layanan Umum 1 Layanan 25% 50% 75% 100%
2. | Jumlah Layanan Perkantoran 1 Layanan 25% 50% 75% 100%
3. | Jumlah Layanan Sarana Internal 22 Unit 25% 50% 75% 100%

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

1. | Jumlah Layanan Umum 1 Layanan 20% 40% 75% 100%

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan

1. Perumahan Perkotaan 1 Laporan 20% 40% 75% 100%
2. | Tingkat Layanan Umum 1 Layanan 20% 40% 75% 100%
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi 1 Laporan 20% 40% 75% 100%

Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

2. | Jumlah Layanan Umum 1 Layanan 20% 40% 75% 100%
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Berikut ini merupakan Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan

Kawasan Permukiman Provinsi Riau Tahun 2026.

1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suwindar Agung S

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Arifay Saini

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian
ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 30 Maret 2026

Pihak Kedua Pihakt l?ie\r‘tama
g .
by 4=
Arifay Saini Suwind;ar Agung S
NIP. 197308272003121005 NIP. 198508072010011019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI RIAU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 |Meningkatnya Dukungan Manajemen Schkretariat 1 |Tingkar Lay 1 Unmum 1 Layanan
Jenderal anar
2 |Tingkat Layanan Perkanioran 1 Layanan
3 [Jumlah Layanan Sarana Internal 22 Unit
KEGIATAN PAGU APBN
1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Rp T26.271.000.00

Pekanbaru, 30 Maret 2026

.
\

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN |
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KEPALA SATI;UEAN KERJ* PE-RE:I?:;?NR IDI%N KAWASAN
SUMATERA III |29
@V e e
;‘)-.'J'I' :
ARIFAY SAINI SUWINDAR AGUNG S

Gambar 2.10 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

Tahun 2026 Sekretariat Jenderal
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2. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

KEMENTERIAN PERUMAMAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suwindar Agung S

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Arifay Saini
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera 111

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian
ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 30 Maret 2026

Pihak Kedua Pih ‘l_’s‘ﬂ:ama
)
4 Sy A/
pavdfyev ==/
-
Arifay Saini Suwindar Agung S
NIP. 197308272003121005 NIP. 198508072010011019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI RIAU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen . « ”
X Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 1 [Tingkat Layanan Umum 1 Layanan

KEGIATAN PAGU APBN

1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Rp 48.398.000,00

Pekanbaru, 30 Maret 2026
N

e & FE ARE L KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN FMUK[IIF N
SUMATERA III i ¥ -\.)glkomm RIAD
¢ =" ~Yd

\/

.~
ARIFAY SAINI SUWINDAR AGUNG S

Gambar 2.11 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
Tahun 2026 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
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3. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suwindar Agung S
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Arifay Saini
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kmer]a dari perjanjian
ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru/ 30 Maret 2026

Pihak Kedua
7 S
Arifay Saini Suwindar Agung S
NIP. 197308272003121005 NIP. 198508072010011019

N

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI RIAU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi
1 |Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan 1 Penvelenpuarass Perur Perdes 1 Laporan
Evaluasi Dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan yelengs
- |Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen A _—
& Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan 2 [Tingkat Layanan Umum 1 Layanan
KEGIATAN PAGU APEN
1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Rp 35.183.000,00

Pekanbaru, 30 Maret 2026

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN [ :
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN

SUMATERA III PERM'U'KIMAT /lg\OVINSI RIAU
r/' AU

N )

SUWINDAR AGUNG S8

Gambar 2.12 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Riau Tahun 2026 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
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4. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suwindar Agung S

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Arifay Saini
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian
ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

N\

Pekanbaru( 30 Maret 2026
|

Pihak Kedua Pihak P_e\r‘tamn

E ‘ ? E SR

Arifay Saini Suwindar Agung S
NIP. 197308272003121005 NIP. 198508072010011019

N

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI RIAU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan,
1 Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan 1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi L EaSOra
Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan BRI
Perkotaan

2 Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen

Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 1 |Tinghat Layanan Umum 1:Layanan
KEGIATAN PAGU APBN
1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Rp 23.225.000,00

Pekanbaru, 30 Maret 2026

2 S
[ )
KEPALA BALAI FELAKSANA FENYEDIAAN KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PERMUKI -PROVINSI RIAU
SUMATERA III ;‘3&
y z \?f 0

P

ARIFAY 1 SUWINDAR AGUNG S

Gambar 2.13 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Riau Tahun 2026 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

40



2.4 Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan
Riau
Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
melaksanakan kegiatan berdasarkan penetapan target kinerja yang telah diperjanjikan antara
Kepala Satuan Kerja dengan Kepala Balai. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan

Permukiman Provinsi Kepulauan Riau memiliki target kinerja tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rencana Aksi Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi
Kepulauan Riau

TARGET CAPAIAN PER
SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA TARGET PK TRIWULAN
TWI | TWH | TWin | Twiv

SEKRETARIAT JENDERAL

1. | Jumlah Layanan Umum 1 Layanan 25% 50% 75% 100%
2. | Jumlah Layanan Perkantoran 1 Layanan 25% 50% 75% 100%
3. | Jumlah Layanan Sarana Internal 1 Unit 25% 50% 75% 100%

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

1. | Jumlah Layanan Umum 1 Layanan 20% 40% 75% 100%

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi

0 o o o
Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan 1Laporan 20% | 40% 75% | 100%

2. | Jumlah Layanan Umum 1 Layanan 20% 40% 75% 100%

Berikut ini merupakan Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.

1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Henny Ferniza

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Arifay Saini

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera 1l

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Jakarta, 30 Desember 2025

Pihak Kedua ma
s
Arifay Sa He Ferniza
NIP. 197308272003121005 NIP. 1981 M222006042007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN EAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPFULAUAN RIAU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA 111
SEERETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

[Meningkatnya Layanan Dulungan Manajemen Satuan
1 |Eerja Perumahnn dan Kewasan Permukiman Provinsi 1 |Jumiah Layanan Umum 1 Layanan

Eepulauan Riau

2 |Jumlah Layanan Perkantoran 1 Layanan
3 |Jumlah Layanan Sarana Internal 1 Layanan
EEGIATAN PAGU AFEN
1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Rp 685 .307,000.00

Eerpulsuan Risu

Jakarta, 30 Desember 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN KEPALA SATUAN KERJA
PERUMAHAN DAN EAWASAN PERMUKIMAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

, R‘f&q

Gambar 2.14 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2026 Sekretariat Jenderal
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2. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andi

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Arifay Saini

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 30 Maret 2026

Pihak Kedua Pihak Pertama
o o
g/\/ eo VL
/ oF V),
{ . YU f 1
Arifay \L Andi
NIP. 197308272003121005 NIP. 198107172001031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Mcningkatnya Layanan Dukungan Manajemen " .
1 Sekretanat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman LT X Lay Umum 1Lay
KEGIATAN PAGU APBN
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Rp

Kepulauan Riau
37.037.000,00

Pekanbaru, 30 Maret 2026

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

m PROVINSI KEPULAUAN RIAU
‘ g‘ i
{ > ’>'
@/\/ \ W
\ [
Arifav Saini ANDI

Gambar 2.15 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2026 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
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3. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

PK AWAL

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Henny Ferniza

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Arifay Saini
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Desember 2026

Pihak Kedua

Arifay Saini
NIP. 197308272003121005

Pihak Pertama

Henny Ferniza
NIP. 198107172001031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan,
1 Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan
Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan

Tingkat Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman,
1 |Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam 1 Laporan
Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

Perkotaan
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen
2 |Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan | 1 |Tingkat Layanan Dukungan Manajemen 1 Layanan
KEGIATAN PAGU APBN

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi

Kepulauan Riau Rp 28,960,000.00

Jakarta, 30 Desember 2025
KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN KEPALA SATUAN KERJA
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III PROVINSI KEPULAUAN RIAU

ARIFAY SAINI HENNY FERNIZA

Gambar 2.16 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2026 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan



Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Ill Rencana Aksi | 2026

Berdasarkan penetapan kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sumatera Illl Tahun 2026 dan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana. dilakukan pengukuran kinerja
dengan Klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai. Perhitungan capaian
kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Il
dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja maupun dokumen perencanaan. Pengukuran terhadap persentase capaian

dirumuskan sebagai berikut:

. Realisasi
% Pencapaian Target = Rencana x 100%
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BAB 3 PENUTUP

Rencana Aksi Kinerja kegiatan ini disusun sebagai acuan pelaksanaan di lingkungan Balai

Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Ill dalam rangka

pencapaian sasaran kegiatan pada Tahun Anggaran 2026. Penyusunan Rencana Aksi yang

terukur diharapkan dapat mendorong para pelaksana untuk bekerja lebih optimal dalam

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2026.

Keterlibatan seluruh sumber daya diharapkan dapat menciptakan sinergi dan keterpaduan

dalam pelaksanaan program, sehingga potensi, hambatan, dan tantangan yang muncul dalam

pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan dengan baik.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Il

berupaya secara maksimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Beberapa

strategi yang akan diterapkan untuk mencapai target tersebut antara lain:

1.

Melaksanakan rapat internal balai terkait target kinerja yang akan dicapai pada Tahun
Anggaran 2026;

Menyampaikan dan menegaskan kembali tugas dan fungsi setiap pegawai di lingkungan
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera lll;
Menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera lll;

Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pegawai dengan tujuan meningkatkan
kualitas sumber daya manusia dan etos kerja;

Mengefektifkan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan
pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai berjalan sesuai rencana, serta mengidentifikasi dan
menyelesaikan kendala yang dihadapi; dan

Menerapkan mekanisme reward dan punishment berdasarkan capaian kinerja.






